PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A

NOMVOR 37 TAHUN 2006
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN PEMERI NTAH NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
Pl MPI NAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang
a. bahwa dalam rangka nendorong peningkatan kinerja Dewan
Per waki | an Rakyat Daer ah dan unt uk penyesuai an

penganggar annya dal am Anggaran Pendapat an dan Bel anja Daerah
ber dasar kan Peraturan Penerintah Nonor 58 Tahun 2005 tentang
Pengel ol aan  Keuangan  Daerah, perlu rmengubah beberapa
ketentuan Peraturan Penerintah Nonor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Prot okol er dan Keuangan Pi npi nan dan Anggota Dewan
Perwaki | an Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Per at uran Peneri ntah Nonor 37 Tahun 2005;

b. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud pada hur uf
a, perlu menetapkan Peraturan Penerintah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Penerintah Nonor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Prot okol er dan Keuangan Pi npi nan dan Anggota Dewan
Perwaki | an Rakyat Daer ah;

Mengi ngat
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Maj elis Pernusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakil an Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nonor 92,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k I ndonesia Nonor 4310);

3. Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daerah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4437),
sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang-Undang Nonmor 8 Tahun
2005 tentang Penet apan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
Undang Nonor 3 Tahun 2005 nenjadi Undang-Undang (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norrior 108, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor 4548);

4. Peraturan Penerintah Nonor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Pr ot okol er dan Keuangan Pi npi nan dan Anggot a Dewan Perwaki | an



Rakyat Daerah (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2004
Nonor 90, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
4416), sebagai mana tel ah diubah dengan Peraturan Penerintah
Nonor 37 Tahun 2005 (Lenbaran Negara Republik I ndonesia Tahun
2005 Nonor 94, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia
Nonor 4540) ;

5. Peraturan Penerintah Nonor 58 Tahun 2005 tentang Pengel ol aan
Keuangan Daerah (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
2005 Nonor 140, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Nonor 4578);

MEMUT USKAN:

Menet apkan:

PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
PEMERI NTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PI MPI NAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH

Pasal |

Beber apa ketentuan dal am Peraturan Penerintah Nonmor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokol er dan, Keuangan Pinpinan dan Anggota
Dewan Perwaki | an Rakyat Daerah (Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Tahun 2004 Nonor 90, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia
Nonor 4416), sebagai mana tel ah di ubah dengan Peraturan Penerintah
Nonor 37 Tahun 2005 (Lenbaran Negara Republik | ndonesia Tahun 2005
Nonor 94, Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 4540),
di ubah sebagai beri kut:
1.0 antara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 2 (dua)
angka. yakni angka 15a dan angka 15b. sehingga berbunyi
sebagai beri kut:
15a. Tunj angan Konuni kasi Intensif adalah tunjangan berupa
uang yang diberikan kepada Pinpinan dan Anggota DPRD
setl ap bul an dal am rangka nendorong peni ngkatan Kkinerja
dal am nenanpung dan nenyal urkan aspirasi mnasyarakat di
daer ah pem | i hannya.

15b. Dana Operasional adalah uang vyang diberikan kepada
Pinpinan DPRD setiap bulan untuk nenunjang kegiatan
oper asi onal yang ber kai t an dengan represent asi
pel ayanan, kenudahan dan kebut uhan | ain guna nel ancar kan
pel aksanaan tugas dan fungsi Pinpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai
beri kut :

16. Tunj angan Kesej aht eraan adal ah tunjangan yang di sedi akan
berupa penberian jam nan peneli haraan kesehat an, pakai an
di nas kepada Pi npi nan dan Anggota DPRD, penyedi aan runah
jabatan Pinpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan



dinas jabatan Pinpinan DPRD, serta rumah dinas bagi
Anggot a DPRD dan per| engkapannya.
3. Ket entuan Pasal 10 di ubah. sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penghasi | an Pi npi nan dan Anggota DPRD terdiri atas:

. Uang Representasi;

. Tunj angan Kel uar ga;

. Tunj angan Ber as;

. Uang Paket ;

. Tunj angan Jabat an;

. Tunj angan Panitia Misyawar ah;

. Tunj angan Komi si ;

. Tunj angan Paniti a Anggar an;

. Tunj angan Badan Kehor nmat an; dan
j - Tunj angan Al at Kel engkapan Lai nnya.

4.D antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal | OA yang berbunyi sebagai beri kut

TTTDQ PO QOO0 TO

Pasal | QA

(1) Sel ai n penghasil an sebagai mrana di maksud dal am Pasal 10
kepada Pi npi nan dan Anggota DPRD di beri kan peneriman
| ai n berupa Tunj angan Komuni kasi Intensif.

(2) Sel ai n penerinmaan | ai n sebagai mana di maksud pada ayat (1)
kepada Pi npi nan DPRD di beri kan Dana Qper asi onal .

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai beri kut

Pasal 11

(1) Pi mpi nan dan Anggot a DPRD di beri kan Uang Representasi.

(2)Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi setara dengan Gji
Pokok Gubernur, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota setara
dengan GaJdi Pokok Bupati/Walikota yang ditetapkan

Peneri nt ah.

(3) Uang Repr esent asi ki | Ket ua DPRD Pr ovi nsi
Kabupat en/ Kot a sebesar 80% (del apan pul uh perseratus)
dari Uang Repr esent asi Ket ua DPRD Pr ovi nsi ,

Kabupat en/ Kot a.

(4)Uang Representasi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota
sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang
Represent asi Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kot a.

6.0 antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni

Pasal | 1A yang berbunyi sebagai beri kut:



Pasal 11A

(1) Pi mpi nan dan Anggota DPRD di beri kan Tunj angan Kel uarga dan
Tunj angan Ber as.

(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagai mana
di maksud pacta ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan
yang berl aku pada Pegawai Negeri Sipil.

7.00 antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (enpat) pasal,
yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C dan Pasal 14D sehi ngga
ber bunyi sebagai beri kut:

Pasal 14A

Tunj angan Konuni kasi I ntensif sebagai nana di maksud dal am Pasal 10A
ayat (1) diberikan kepada Pinpinan dan Anggota DPRD setiap
bulan paling tinggi 3 (tlga) kali uang representasi Ketua
DPRD.

Pasal 14B

(1) Dana Operasi onal sebagai mana di maksud dal am Pasal 10A ayat
(2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling
tinggi 6 (enam kal i uang repr esent asi yang
ber sangkut an.

(2) Dana Qperasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD
paling tlnggi 4 (enpat) kali wuang representasi yang
ber sangkut an.

Pasal 14C

(1) Penet apan besarnya Tunjangan Komuni kasi Intensif dan Dana
Qper asl onal Pinmpi nan DPRD sebagai mana di maksud dal arn
Pasal 14A dan Pasal 14B nenperti nbangkan beban tugas dan
kemanpuan keuangan daer ah

(2) penggunaan  Tunj angan Kormuni kasi I ntensif dan Dana
Oper asl onal sebagai mana  dl maksud pada ayat (1)
menper hati kan asas nanfaat dan efisiensi dalam rangka
mendukung kel ancaran pel aksanaan tugas.

Pasal 14D

Tunj angan Komuni kasi Intensif dan Dana Qperasional sebagai nana
di maksud dal am Pasal 14A dan Pasal 14B di bayarkan terhitung
mul ai tanggal | Januari 2006.

8. Ket entuan Pasal 15 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15



(1) Paj ak penghasilan Pasal 21 Pinpi nan dan Anggota DPRD atas
penghasi |l an sebagai mana di maksud dalam Pasal I 0
di bebankan pada APBD

(2) Paj ak penghasilan Pasal 21 Pinpi nan dan Anggota DPRD atas
peneri maan | ain sebagai mana di maksud dalam Pasal | QA
di bebankan kepada yang bersangkutan sesual dengan
ket ent uan perat uran perundang- undangan.

9. D antara Pasal 21 dan Pasal 22 Bagi an Kedua di si si pkan 1 (satu)
bagi an, yakni Bagian Kedua A, dan Ketentuan Pasal 22 Bagi an
Kedua di ubah. sehi ngga berbunyi sebagai beri kut

Bagi an Kedua A
Uang Duka dan Bant uan
Pengur usan Jenazah

Pasal 22

(1) Dal am hal Pi npi nan atau Anggota DPRD neni nggal duni a tl dak
dal am nenj al ankan tugas, kepada ahli waris diberikan
uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi

(2) Dal am hal Pi npi nan at au Anggota DPRD neni nggal duni a dal am
menj al ankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka
sebesar 6 (enam) kali uang representasi.

(3) Sel ain uang duka sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan
ayat (2), kepada ahli waris dibelikan bantuan pengurusan
| enazah.

10. Ket entuan Pasal 25 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Sekretaris DPRD nenyusun bel anja Pi npi nan dan Anggota DPRD
yang terdiri atas penghasil an, peneri maan | ain,
tunj angan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesej ahteraan serta
bel anja penunjang kegi atan DPRD yang difornmul asi kan ke
dal am Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daer ah ( RKA- SKPD) Sekretartat DPRD.

(2)Bel anja Pinpinan dan Anggota DPRD sebagai mana di maksud
dal am Pasal 10, Pasal | OA, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasa
23 di anggar kan dal am pos DPRD.

(3) Tunjangan  Kesejahteraan Pinpinan dan Anggota DPRD
sebagai mana di maksud dal am Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18,
dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
sebagalmana di maksud dalam Pasal 24  ayat (2),
di anggar kan dal am pos Sekretariat DPRD yang di urai kan ke
dal am jeni s bel anja sebagai beri kut
a. Bel anj a Pegawai ;



b. Bel anj a Barang dan Jasa;
c. Bel anj a Mbodal .

(4) Sekretaris DPRD nengelola belanja DPRD sesuai dengan
ket ent uan perat uran perundang- undangan.

Pasal |1
Peraturan Penerintah ini rmnulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang nengetahui nya, mener i nt ahkan pengundangan
Peraturan Penerintah ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran

Negar a Republ ik | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopenber 2006

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopenber 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI NMANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
HAM D AWALUDI N
LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2006 NOMOR 90

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A

NOMVOR 37 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

Pl MPI NAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH

1. UMUM



Peraturan Penerintah ini di maksudkan untuk nengubah beberapa
ket entuan Peraturan Penerintah Nonor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Prot okol er dan Keuangan Pi npi nan dan Anggota Dewan
Perwaki | an Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Perat uran Penerintah Nomor 37 Tahun 2005. Perubahan tersebut

dal am rangka nendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakil an
Rakyat Daerah dan untuk penyesuai an penganggarannya dalam
Anggar an Pendapat an dan Bel anj a Daerah berdasarkan Peraturan
Penmerintah Republik Indonesia Nonor 58 Tahun 2005 tentang
Pengel ol aan Keuangan Daer ah.

Dal am rangka nendorong peningkatan Kkinerja DPRD tersebut,

maka sel ain peneri naan penghasilan yang selama ini diterim
ol en Pinpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Penerintah ini

nmenet apkan penberian tunjangan komruni kasi intensif setiap
bul an yang di gunakan untuk kegi atan nenanpung cl an nenjaring
aspirasi masyarakat. Khusus kepada pinpinan DPRD di berikan
dana operasional setiap bulan guna nmenunjang kel ancaran
pel aksanaan tugas Pinpinan DPRD yang besarnya disesuai kan
dengan beban tugas dan kemanpuan keuangan daer ah.

Penberi an tunjangan komuni kasi intensif bagi Pinpinan dan
Anggota DPRD serta dana operasional bagi Pinpinan DPRD
menperti mbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.

Prinsip kesetaraan dicermnkan dari adanya kesetaraan antara
Kepal a Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pinpinan DPRD
nmenper ol eh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan
dana operasional yang diterima ol eh Pinpinan DPRD di maksud
tetap nenperhati kan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka
menunj ang pel aksanaan tugas Pi npi nan DPRD

Prinsip berjenjang tercermn dart perbandingan besarnya
tunj angan koruni kasi intensif dart vyang diterima ol eh
Pi rnpi nan dan Anggota DPRD yang tidak |ebih besar dari yang
diterima oleh Pinpinan dan Anggota DPR RI. Demkian pula
besaran dana operasional yang diterima ol eh Pirnpinan DPRD
Provinsi tidak |ebih besar dart yang diterima ol eh Pinpinan
DPR RI. Besarnya tunjangan konuni kasi intensif Pinpinan dan
Anggota DPRD Provinsi dan Dana Operasional Pinpinan DPRD
Provinsi tidak |ebih besar dari yang diterima ol eh Pinpinan
dan Anggota DPR-RI. Besarnya tunjangan konuni kasi intensif

Pi npi nan dan Anggot a DPRD Kabupat en/ Kot a dan Dana Qper asi onal

Pi npi nan DPRD Kabupaten/Kota tidak |ebih besar dari yang
diterima ol eh Pinpinan dan Anggota DPRD Provi nsi.

Perubahan Peraturan Penerintah Nonor 24 Tahun 2004 juga
di perl ukan karena adanya penyesuai an penganggar an penghasi | an
dan penerinmaan Pinpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan
struktur jenis belanja APBD sebagai mana ditetapkan dalam
Peraturan Penerintah Nonor 58 Tahun 2005 tentang Pengel ol aan
Keuangan Daer ah.



1. PASAL DEM PASAL

Pasal |
Angka 1
Cukup j el as.
Angka 2
Cukup j el as.
Angka 3
Pasal 10
Cukup j el as.
Angka 4
Pasal | 0A
Cukup j el as.
Angka 5
Pasal 11
Cukup j el as.
Angka 6
Pasal 11 A
Cukup j el as.
Angka 7
Pasal 14A
Cukup j el as.
Pasal 14B
Cukup j el as.
Pasal 14C
Ayat (1)

Menperti mbangkan beban
di kai t kan dengan
wi | ayah, jum ah
provinsi, jumah kecamatan dan desa di

kabupat en/ kot a

jum ah penduduk,
kabupat en/ kot a

kesul itan

j angkauan pel ayanan.

daerah antara
ket er sedi aan

Kemanpuan keuangan
di kai t kan
keuangan

sel uruh pendapat an

unt uk nendana

di anggar kan
urusan wajib yang nenjad

kewenangan penerint ah
kewaj i ban- kewaj i ban

| ai nnya



Pasal

Angka 8
Pasal

Angka 9
Pasal

mengi kat sesuai dengan ket ent uan
per at ur an per undang- undangan seperti
penbayaran cicilan dan pokok utang
pi njaman daerah danj atau pel unasan
kewaj i ban penerintah daerah kepada pihak
ket i ga.

Ayat (2)
Cukup j el as.
14D
Cukup j el as.
15
Cukup j el as.
22

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah
di bebankan dalam APBD dan diberikan kepada

Angka 10
Pasal

ahl i

warts pada saat Pinpinan atau Anggota

DPRD neni nggal duni a.

25
Ayat
Yang

Ayat

Ayat
Yang

(1)

di mmaksud dengan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kelja Perangkat Daerah
(RKA- SKPD) adal ah dokunen perencanaan
dan penganggaran yang berisi program dan
kegi at an SKPD serta anggaran yang
di perl ukan untuk mnel aksanakannya.

(2)
Cukup Jel as.

(3)

di maksud dengan “"diuraikan ke dalam
j eni s bel anja" adal ah sebagai beri kut
a.Bel anja pegawai antara lain untuk

kebut uhan bel anj a Gj i dan
t unj angan PNS  Sekretari at DPRD
sesuai dengan pangkat/gol ongan dan
j abatan serta penghasilan |ainnya
yang di t et apkan sesuai dengan
ket ent uan per undang- undangan.



b. Bel anja barang dan jasa yaitu untuk
penbel i an/ pengadaan bar ang yang
masa manfaatnya paling lama 12 (dua
belas) bulan dan penmakaian jasa
dal am mel aksanakan kegi at an
peneri ntahan, nencakup barang pakai
habi s, bahan/material, jasa kantor
penbayaran prem asuransi kesehatan
dan general check-up, nakanan dan
m numan, pakai an di nas dan
atri butnya serta perjal anan di nas.

Bel anja perjalanan dinas yaitu belanja
perjalanan Pinpinan dan Anggota
DPRD dalam rangka nel aksanakan
t ugasnya at as nama | enbaga
perwaki | an rakyat daerah baik di
dal am daerah maupun ke |uar daerah
yang besarnya disesuai kan dengan
standar peljalanan dinas Pegawa
Neger i Si pi | Ti ngkat A yang
di t et apkan ol eh Kepal a Daer ah.

c.Belanja nodal nerupakan pengel uaran
yang di I akukan dal am rangka
penbel i an/ pengadaan at au
penmbangunan sarana dan prasarana
untuk nenunjang kel ancaran tugas
dan fungsi DPRD yang nenpunyai nasa
manfaat |ebih dari 12 (dua bel as)
bul an, seperti: tanah, peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan dan
aset tetap | ai nnya.

Ayat (4)
Cukup j el as.

Pasal 11
Cukup j el as.

TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A NOMCR 4659



